BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraian di

atas maka secara garis besar diambil kesimpulan:

1. Hasil Analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan selama tiga
tahun Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang kecil
terhadap total Pendapatan Daerah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah
ini menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam
Penyelenggaraaan otonomi daerah. Dari hasil analisis juga menunjukan
tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur

rendah .

2. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten
Flores Timur Rendah yaitu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang
belum dikelola Secara Optimal sehingga penerimaan pendapatan asli
daerah rendah dan juga pengelolaan disektor pajak dan retribusi belum
maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur serta
ketergantungan pada pemerintah pusat dalam membiayai keseluruhan
belanja daerah yang diaanggarkan oleh pemerintah kabupaten Flores

Timur.
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6.2 Saran

1.  Untuk mengoptimalkan hasil perolehan pajak dan retribusi, sebaiknya
pungutan pajak dan retribusi yang tadinya hanya berdasarkan target
sebaiknya dipungut berdasarkan potensi yang sesungguhnya sehingga
potensi yang belum tergali lebih dioptimalkan yang pada akhirnya
akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi dan kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan terhadap
pemerintah pusat dapat diminimalisir.

2. Mengingat faktor penyebab penerimaan pendapatan asli daerah
Kabupaten Flores Timur yang kecil karena disebabkan sistim
pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum
dilakukan secara baik maka Pemerintah Daerah kabupaten flores
Timur diharapkan menciptakan suatu sistim pengelolaan sumber-
sumber pendapatan Asli daerah secara baik sehingga memungkinkan

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih optimal.
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